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Jalan Mundur Penyelesaian Konflik di Papua

Berbagal upaya menyelesaikan konflik di Papua dianggap tak ada yang baru. Jalan keluar yang ditawarkan pemerintah saat ini merupakan pengulangan solusi terdahulu

JAKARTA  Pendekatan kesejahteraan lewat Operasi Damai Cartenz belum

berhasil meredakan konflik di Papua. Kontal

jata personel Polil dan TNI

dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka
(TPNPB-0OPM] tetap saja terjadi. Terbaru, TPNPB-OPM menyerang pos Satuan
Tugas Muara dan Perairan Batalion Infantr] Marinir-3 di Kalikote, Kabupaten

Nduga, vang menewaskan satu orang prajurit TNI, Jumat pekan lalu.

Ketua Sinode Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, Benny Glav. mengatakan
pendekatan apa pun vang diambil tidak akan bisa menyelesalkan akar persoalan,
tanpa berdialog langsung dengan orang asli Papua, "Perlu dialog untuk
menyelesaikan masalah ini seperti penyelesaian Gerakan Aceh Merdeka di Aceh
dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Orang Papua mau
perlakuan vang sama, tapi tidak ada sampai sekarang," kata Befiny, Ahad, 24 April

2022,

Benny mengatakan Lembaga mu Pengetahuan [ndonesia--sebelum melebur ke
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah pernah mengkaji akarimasalah
konflik di Papua. Hasil viset tersebut. ditemukan empat akar masalah konflikdi

Bumi Cenderawasih. Yailu, sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia,
operasi militer vang masih diterapkan pemerintab lndonesia rakyal Papua yang
termarginalkan. dan kegagalan pembangunan Papua.

Menurut Benny, hingga hari ini idak ada kesamaan pandangan sejarah antara

orang asli Papuz dan Indonesia, "Perbedaan pikivan itu belum didialogkan.
Makanya timbul terus permasalahan,” katanya.

Dalam urusan operasi militer, }

{a Benny. pemerintah semestinya menerapkan
kebijakan serupa saat menvelesalkan konflik di Aceh, Dalam penyelesaian konllik
di Acel, pemerintah menarik TNI kembali ke barak. Sedangkan di Papua,
pemerintah tetap menerapkan operasi militer meski nama operasi itu berganti-

gantl,

"Barangkall pemerintah masih terus berpikir untuk terus menggunskan
(=) k als]
pendekatan keamanan di Papua. Selama pendekatan keamanan ada, apa pun

namanya, konllik pasti akan selalu ada,” ujarnva.

[a mengatakan Dewan Gereja Papua menduga pemerintah sengaja memelihara
konllik di Papua. meski kerap mengklaim pendekatan dengan bahasa damal. Tapl
upaya damal tu ewma lormalitas. "Bahkan gereja melihat ada OPM piaraan darl

aparal keamanan pemerintah.” katanya.

Adapun dalam urusan pembangunan, kata Benny, Papua masih tertinggal di

seoala bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomt. Tapl, sejak 2019,

masyarakatl Papua menvadari bahwa mereka berhak mendapat hak vang sama.
"Kami sadarsaat melihat kemajuan orang kulit hitam di Amerika vang bisa

mendudukl semuanyva,” kata dia.

Menurut Benny, akar persoglan di Papua bisa diselesaikan jika terjadi dialog di
antara berbagai.elemen masvarakat dan adanva keadilan bagi masyarakat Papua.
"Jadi, kalau tidak ada keinginan sepfus uniuk menvelesaikan akar masalah di
Papua konflik ini akanterus ada,” katanva,

Diveletur Amnesty International Indonesia. Usman Hamid. menilai tak ada
pendekatan terbaru vang diterapkan pemerintah dalam menyelesaikan konllik di
Papua. Solusi pemekaran Papua, misalnya, merupakan pengulangan pendekalan

terdahulu saat memecah Papua menjadi dua provinsi.

“Pendekatan Hu juga tanpa melibatkan rakvat Papua. alau setidaknya
representasi orang asli Papua,” kata Usman,

la mengatakan, saal pemerintzh dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-
Undang Otonomi Khusus Papua serla menvusun RUU tentang pembentukan
daerah otonomi baru justru tak melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP). Kondisi
itu seakan-akan menempatkan MRP secara rendah dan tidak penting untuk
dimintai pertimbangan dan persetujuan.

Usman mengatakan solusi untuk mengatasi konflik di Papua berada di tingkat
politik, vaitu lewal negosiasi politik. "Karena itu, muneul tuntutan untuk

perundingan damai atau dialog sebagaimana disuarakan dewan gereja dan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,” katanva.
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Menurut Usman, pengerahan pasukan militer, pembentukan satuan lugas
keamanan, hingga mengganti nama operasi penegakan hukum tak akan elektil
menyelesaikan konllik. Adapun pendekatan hatl vang diwacanakan pemeriniah

dianggapnya sudah baik namun perlu diwujudkan secara konsisten,

Tenaga ahli Kantor Stal KepresidenanBidang Papua Theolransus L.A. Litaav,
mengatakan berbicara mengenal konllik di Papua mesti densan data. Sebab,
kondist vang lerjadi saabInl bukan lagi konllik, melainkan serangan sporadis oleh
kelompok bersenjata. "Mungkin untuk menciptakan konflik: Lokasinva pun di

wilayah tertentu saja.” katanya,

la mengklaim pendekatan pemerintah yangmenerapkat kebijakan pembinaan

teritorial dan komunikasi-sosial Sudah berjalan dengan batk dalam mengatasi

konllik di Papua, Indikasinya, kehidupan masvarakat di Papua secara umum

sudah berjalan normal dan aman seperti kota lain di Indonesia.
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